REPUBLIK INDONESIA

No0.39, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan Desa.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.49/Menhut-11/2008
TENTANG
HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan
sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang
adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan
desamelalui Hutan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 86 ayat
(2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), Pasal
91 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);
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10.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsg dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 2008, No.39

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

HUTAN DESA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani
hak atas tanah.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungs pokok
sebagal perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrus air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produks adalah kawasan hutan yang mempunyai fungs pokok
memproduks hasil hutan.

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga
Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar
hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang
memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang
bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap
ekosistem hutan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesegjahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga
Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan
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16.

17.

18.

19.

Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional
berada dalam organisas desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan
manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan
kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat.

Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang
dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.

Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak
pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan,
pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta
akses terhadap pasar.

Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungs pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisen dan
lestari.

Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk
mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam
hutan desa pada hutan produkss melalui kegiatan penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi
utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan
batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.


http://www.djpp.depkumham.go.id

20.

21.

22.

23.

1)

2)

5 2008, No.39

Penetapan area kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan

oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di

bidang Kehutanan.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada
masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan
sumberdaya hutan secaraledtari.

Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesgjahteraan
masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan hutan desa melipuiti :

~ 0 Qo0 o

penetapan areal kerja;

fasilitasi;

perizinan;

rencana kerja pengelolaan hutan desg;

pelimpahan wewenang;dan

pembinaan dan pengendalian.
BAB I

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA
Bagian Kesatu
Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 4

(1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagal areal kerja hutan

desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang :
a. belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
b. beradadalam wilayah administrasi desayang bersangkutan.
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